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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan penafsiran MKRI terhadap HAM yang tidak
dapat dikurangi (non-derogable rights) dalam UUD NRI 1945, serta pandangan Hakim MKRI terhadap
prinsip universalisme HAM. Penelitian dilaksanakan dengan metode normatif, menggunakan analisis
konten atas data-data berupa (1) Putusan MKRI atas perkara pengujian undang-undang antara tahun
2003-2009, dan (2) Wawancara dengan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) Hakim MKRI. Melalui penelitian ini
diperoleh informasi ilmiah bahwa penafsiran MKRI atas HAM yang tidak dapat dikurangi (non-
derogable rights) khususnya dalam UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (1) menunjukkan perbedaan signifikan
dengan teks dalam UU tersebut. MKRI dalam putusan terhadap perkara pengujian undang-undang
menyangkut HAM yang tidak dapat dikurangi, tampak bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal
28A sampai dengan 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan she ngga tidak bersifat mutlak. Sementara
itu, Pandangan Hakim MKRI terhadap prinsip universalisme HAM kurang diterima, sebaliknya prinsip
relativisme budaya lebih menonjol dipergunakan. Mahkamah berpendirian meskipun HAM bersifat
fundamental dan universal, namun dalam penerapannya tidaklah bersifat absolut.
Bertolak dari hasil penelitian ini disarankan agar Penafsiran HAM yang tidak dapat dikurangi
hendaknya tidak mengabaikan teks konstitusi dan disarankan pula agar pandangan relativisme budaya
yang menonjol dianut oleh Hakim MKRI hendaknya dikemukakan dengan justifikasi yang lebih dalam
sehingga tidak dipersepsikan sebagai pandangan yang sarat preferensi pribadi.
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ABSTRACT
This researched purpose to identify and explain the interpretation the MKRI of Human Rights
that can not be reduced (non-derogable rights) in the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945, and
MKRI Judge view of the principle of human rights universalism. This Research carried out by the
normative method, using content analysis on data in the form of (1) The decision on the case of MKRI
judicial laws between 2003-2009, and (2) Interviews of three of nine Judges of MKRI. Information
obtained through this research, that MKRI interpretation of human rights that can not be reduced (non-
derogable), especially in the NRI Constitution of the Republic of Indonesia, 1945 in Article 28 paragraph
(1) showed significant differences in the text of the law. MKRI in its ruling on the case of judicial
legislation concerning human rights can not be reduced, it appears that the human rights set out in Article
28A until 28I in the constittution of the Republic of Indonesia, 1945 subject to the restrictions that are not
absolute. Meanwhile, Judge of MKRI view of the principle of human rights universalism was less
acceptable, opposite of that, the principle of cultural relativism more prominently used. court had opinion
even human rights is fundamental and universal, but in practice is not absolute.
Based on the results of this research suggested that the interpretation of human rights that can not
be reduced should not ignore the constitution and also suggested that the prominent view of cultural
relativism aplicable by Judge of MKRI should be presented with a full justification, not to be
interpretation as a full view of personal preference.
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